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I. UMUM 
 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Register Perkara Nomor 
22P/HUM/2009 terkait dengan permohonan hak uji materiil terhadap 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan  
Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang 
Diperdagangkan Di Bursa, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 
serta Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak 
Penghasilan  atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak 
Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa bertentangan dengan peraturan 
yang lebih tinggi in casu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang  Perubahan Keempat atas Undang-
Undang  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh karena itu 
tidak sah dan tidak berlaku umum. 

 

Berdasarkan hal tersebut perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang 
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak 
Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa.  
 

Terhadap Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari 
transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa 
yang telah dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif 
Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan Di Bursa, dikembalikan 
dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 
 

 II. PASAL . . . 
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